
BUPATI KONAWE SELIITAI{
PROVINSI SUI,AWEAI TENGGARA

PERATI'RAIT BI'PATI KOITAWE SEI"ATAIT
nouoR : 7l TAHrrlr 2016

TENTANG

XTDT'DI'XAIT, sUsI'ITAIT ORGAITISAAI, TUGAS DAIT FIIITGSI,
SERTA TATA IIER^'A IIECATATAIT
IGAT'PATEIT KOXAWE SEI,ATAIT

Menimbang

Mengingat

DETfrANRA,',,AT TUHAT{TAIG UAfrA Df/A

BI'PATI KOITAWE SELIITAIT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi

Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}lt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 92,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATT'RAIT BI'PATI TEITTAITG TTDI'DI'IIAIT, SUBI'I|AIT
ORGAIrISASI, TUGAS DAX NII|GSI, SERTA TATA IIER.'A
ITECAItrATAII KABI'PATEIT KOIIAWE AELATAIT,

BAB I
IIEf,ETTUAIT I'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Kecamatan adalah Kecamatan lingkup Pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan;

7. Camat adalah Camat lingkup Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional rlilingkungan

Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;



-3-

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

1O. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

BAA II
BErfTUrq rfouEI{Ig.ATUR IrAIf TrpE

PERAITGI(AT DA.ERAII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat desa atau kelurahan diwadahi dalam bentuk
Kecamatan.

Bagian Kedua
Nomenklatur perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kecamatan lingkup pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian KetQa
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(l) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, diklasifrkasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan

urusan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat desa atau kelurahan.
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(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
IIEDI'DI'I(AJI DAJT SUSUITAIT ORG/IIIISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusErn

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan di bidang pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

c. pengkoordiansian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

d. pengkoordiansian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat kecamatan;

f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

kelurahan;

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintahan desa dan kelurahan;
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h. pelalsanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Kecamatan memiliki kewenangan sebagai

berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kelurahan;
b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilalrukan

dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa

dan kelurahan;

c. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

masyarakat desa dan kelurahan dalam arti mengumpulkan
dan menganalisis data, dan memantau perkembangan
penyelenggaraan serta pembinaan masyarakat desa dan
kelurahan; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan teknis administrasi kepada
perangkat desa dan kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Rakyat;

f. Seksi Pembangunan;

g. Seksi Pelayanan umum;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran peraturan ini.
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BAA IV
TUGAS DAN FUITGSI

Bagian Kesatu
Camat

Pasal 10

Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

mempunyai tugas Melaksanakan kewenangan pemerintahan

Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sslaglan urusan otonomi daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 1l

(l) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilimpahkan
oleh Bupati, serta pelayanan administrasi terhadap
perangkat kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan
yang telah ditetapkan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan

urusErn kesekretariatan kecamatan;

b. penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan

urusan keselrretariatan kecamatan;

c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana

dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap

satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan, serta terhadap

satuan keda lain ditingkat kecamatan;

d. pelaksanaan rencana dan program kegiatan operasional

kesekretariatan kecamatan, serta memberikan bimbingan

dan petunjuk terhadap sub-sub bagran yang ada

dibawahnya dalam pelaksanaan urusan kesekretariatsn

kecamatan;
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan

urusan kesekretariatan kecamatan secara berkala.

Pasal 13

(1) Sekretaris terdiri atas :

1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan.

(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan/ data
urusan administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian.

(2) Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
mengkoordinasikan perencanaan, penJrusunan program dan
petunjuk teknis pembinaan di bidang anggaran, melakukan
verifikasi, menyelenggarakan pembukuan secara sistematis
dan kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan
melakukan penatausahaan keuangan Kecamatan serta
mencari, menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan
menyiapkan bahan/data yang diperlukan dalam bidang
pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu
Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan, sesuai rencana dan program

kegiatan yang telah ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
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Pasal 16

melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam

15, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan

a. penyelenggaraan kegiatan pengoordinasian tugas-tugas

UPTD/ instansi pemerintah di wilayah kecamatan;

b. penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi pelaksanaan

pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa,

penJnapan bahan pengambilan sumpah/janji dan
pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota badan
perwakilan desa di wilayah kecamatan;

c. pembinaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan keq'asama antar
desa dan penyelesaian perselisihan antar desa, pelalsanaan
penataan desa dan kelurahan, serta kegiatan penJrusunan

peraturan desa;

d. penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan dan petunjuk
pelaksanaan lomba/penilaian desa/kelurahan, penilian
atas laporan pertanggung jawaban kepala desa, serta
pengelolaan administrasi kependudukan;

e. penyiapan bahan, pedoman, dan petunjuk pengawasan atas
tsnah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di
kecamatan;

f. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi tugas pembantuan
terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan
pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan
pembangu.nan, serta peralihan status tanah dari tanah
negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

g. penyelenggaraan kegiatan memfasiltasi tugas pembantuan

dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan
perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengolahan

status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi

kelurahan;

h. pelaksanaan monitoring dan invetarisasi terhadap setiap

kegiatan yang berkaitan dengan penggunazrn ta4ah
terlantar; dan

i. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan

urusan pemerintahan kecamatan secara berkala.
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Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta
pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi serta pembinaan

satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan
masyarakat di wilayah kecamatan;

c. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan
pemilihan umum, ideotogi negara, kesatuan bangsa,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta
pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan 1ainnya di
wilayah kecamatan;

d. penyelenggaraan kegiatan penegakan dan pelaksanaan

peraturan daerah, keputusan bupati / kepata daerah, serta
peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah
kecamatan;

e. penyiapan bahan perumusan kebiiakan pembinaan dan
pengembangan kualitas satuan polisi pamong praja dan
satuan perlindungan masyarakat melalui pendidikan dan
pelatihan;

f. pembinaan dan penertiban tata ruang kecamatan, desa,

dan kelurahan; dan

Pasal 17

(l) Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas

membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijalan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan
yang telah ditetapkan.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Camat.
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g. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan

penyelenggaraan urusan ketentraman dan

umum di wilayah kecamatan secara berkala.

laporan

ketertiban

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 19

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Ralryat

mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program

kegiatan yang telah ditetapkan.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyaralat dan Kesejahteraan Ralryat

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungiawab kepada Camat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan program pemberdayaan masyarakat dan
ke sejahteraan rakyat;

b. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan ralgrat;

c. penJrusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka
pemberdayaan masayarakat dan kesejahteraan ralqrat;

d. pengkoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan

kesej ahteraan ralyat;
e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan kesej ahteraan rakyat; dan

f. pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-

kegiatan pemberdayaan masyatakat dan kesejahteraan

rakyat.
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Bagian Keenam
Seksi Pembangunan

Pasal 21

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

urusan pembangunan di wilayah kecamatan, sesuai

rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan urusan pembangunan,

pemberdayaan perempuan dan masyarakat

desa/kelurahan;

b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, pembinaan,

pengawasan, dan pelaporan langkah-langkah
penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan;

c. pembinaan pelaksanaan pengaturan atas pajak dan
retribusi daerah, serta sumber-sumber pendapatan lainnya
yang syah sesuai peraturan perundang-undangan di
wilayah kabupaten;

d. pembinaan, pemantauan, serta pengembangan

perinduskian, perdagangan, pertambangan,

kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah,

golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian,
perkebunan, kelautan dan perikanan;

e. pengawasan penyaluran dan pengambilan kredit dalam

menunjang keberhasilan program produksi pertanian di
wilayah kecamatan;

f. pengendalian dan pencegahan atas pengambilan sumber

daya alam tanpa izil, yang dapat membahayalan

lingkungan hidup;



-t2-

g. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengembangan

perekonomian desa/ kelurahan di wilayah kecamatan;

h. pembinaan kegiatan pembangunan serta motivasi

pengembangan partisipasi peran aktif masyarakat dan

organisasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di

wilayah kecamatan;

i. penyelenggaraan kegiatan pembinaan program ketahanan

masyarakat desa/kelurahan, usaha ekonomi rakyat,

pemanfEratan teknologi tepat guna, serta pembinaan

kehidupan masyarakat desa/kelurahan di wilayah

kecamatan; dan
j. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan Laporan pelaksanaan

urusan pembangunan di wilayah kecamatan secara berkala.

Bagian Kefutjuh
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 23

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu

Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebiiakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan, sesuai

rencErna dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
(2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan

taman kanak-kanak dan pendidikan desa di wilayah

kecamatan;

b. pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi

muda, keolahragaurn, kebudayaan, kepramukaan, serta

peranan wanita;

c. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan

masyarakat di wilayah kecamatan;
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d. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi penyiapan bahan dan

sarana pendidikan, serta pelayanan kesehatan dan keluarga

berencana di wilayah kecamatan;

e. pembinaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adil<tif,

dan bahan berbahaya di wilayah kecamatan;

f. penyelenggaraan kegiatan fasiltasi pelaksanaan penyuluhan

program wajib belajar, serta pembinaan dan pengembangan

ketenagake{aan dan perburuhan di wilayah kecamatan;

g. penyelenggaraan kegiatan fasiltasi dan pembinaan lembaga

adat dan suku terasing di wilayah kecamatan;

h. penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan

bencana alam dan pengungsi, serta penanggulangan

masalah sosial di wilayah kecamatan; dan

i. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan

urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan secara

berkala.

BagianKedelapan
Kelompok Jabatan F-ungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis Camat sesuai bidang keahliannya.

PasaI 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagr dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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TATA XER.IA

Pasal27

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi

lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris dan

Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi

lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasErn

melekat.

Pasal 28

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengawasi

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkahJangkah yang

diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 29

Camat memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap

pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 3O

Sekretaris dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggugiawab pada atasannya masing-masing

dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
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Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya,

wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menJrusun

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis

kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh Kepala Satuan

Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 34

(1) Dafam hal Camat berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas Camat sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Camat

dapat menunjuk Kepala Seksi yang membidangi tugas

instansi tersebut untuk mewakili Camat.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
XEPAI| GXATAI| , PEIYGIIIIGKATAII, ESEIrOIIISASI DAIS

PEUBERHEITTIAIT DALIIU JABATA,IT

Pasal 36

(1) Kepangkatar, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Kecamatan lingkup

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui

usulan Sekretaris Daerah.

(3) Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

merupakan jabatan eselon IIIa.

(4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIb.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa.

(6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVb.

(7) Pejabat Eselon IIIb dan Milingkungan Kecamatan lingkup
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui

Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan lingkup
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

BA.B VII
PEIYUTI'P

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor O6 Tahun 2011 tentang T\rgas Pokok

dan Fungsi Setiap Jabatan Lingkup Kantor Kecamatan

Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah I(abupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal Z! N|enbtr 2OL6

PATI KON

H. DAN(XiA

Diundangkan di Andoolo
pada tanlgal @ Nolltwbor2ol6

SEKRETARIS DAERAH,

3.

5.

6.

4. I(ABAG HUKUM

s,A.rAttG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SEI.,ATAN TAHUN 2016 NOMOR 7'

I

H

:2.
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